WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 43 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

: bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Dati |l Pekalongan, Kabupaten Dati I
Pekalongan dan Kabupaten Dati Il Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

/. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Memperhatikan : 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya;

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

T
2

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal
ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pekalongan
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dalam hal ini
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pekalongan
adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
pejabat yang melasanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atgau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang/jasa.
Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah
selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah.
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Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Barang Daerah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian
dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen vyang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
mendanai kegiatan.

Surat Perintah Memnbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat

Perintah Membayar.



46. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang
digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksanaan program waijib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

a. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat
diselenggarakan dengan baik;

b.  pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana
mestinya;

c. sebagai alat pengendali dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan
APBD;

d. sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas pelaksanaan APBD;

e. sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran /
kegiatan;

f. sebagai pedoman pelaksanaan APBD untuk mewujudkan kepaduan, keserasian, tepat
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.

BAB IlI
PENGELOLAAN APBD

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan APBD
Pasal 3

Pengelolaan APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua
Penatausahaan APBD
Pasal 4

(1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah

yang dipisahkan.
(2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Walikota melimpahkan

sebagian atau seluruhnya kepada :
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. SKPKD selaku PPKD;
c. Kepala SKPD.

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan
peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan

keuangan daerah.



(4)

(5)

PPKD dan/atau pelaksana fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi BUD, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kuasa BUD Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi, Kuasa BUD Bidang Pendapatan dan Penetapan, dan
Kuasa BUD Bidang Aset.

Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya

dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD

selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola,

beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Walikota atas usul Kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna

barang.

Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 7

Walikota atas usul Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD.

Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya
dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Pasal 8

Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bendahara penerimaan
SKPD berwenang :

a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;,

b. menyimpan seluruh penerimaan;



(1)

c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum
Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening
1-007-00009-1.

d. mendapatkan bukti tranksaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
Pasal 9

Bendahara Penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka
pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bendahara penerimaan
PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
melalui bank.

Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara penerimaan
PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara
Umum Daerah.

Pasal 10

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara

pengeluaran SKPD berwenang :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan;

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila
dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa

Pengguna Anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu pada Kuasa Pengguna

Anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran

SKPD.

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara

pengeluaran pembantu berwenang :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang
dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila
dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pasal 11

Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran

PPKD berwenang :
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;

b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD,;

7



c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pasal 12

(1) BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam
kewenangannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. laporan posisi kas harian;
b. rekonsiliasi bank.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan APBD
Pasal 13

Semua penerimaan, pendapatan dan belanja daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah pada Bank / Lembaga Keuangan yang ditunjuk Walikota yaitu PT. Bank Jateng Cabang
Pekalongan dengan nomor rekening 1-007-00009-1.

Pasal 14

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan pada SKPD.

Pasal 15

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD (Surat Pencairan Dana).
(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan per semester.

Pasal 16

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan dokumen SPM meliputi :

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
b. bukti-bukti pengeluaran yang sah.
(3) Kuasa BUD tidak bertanggung jawab atas bukti-bukti pengeluaran atau transaksi yang

dilakukan oleh SKPD.

(4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap,
Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(5) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap,

Pasal 17

BUD mengesahkan pengeluaran belanja daerah yang dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengacu peraturan yang berlaku.



BAB IV
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 19

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut :
a. Kepala Daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.
b. Kepala Sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang
ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun
2009 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 39) tentang Pedoman
Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 16 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Desember 2011

Y
E PUTRANTO, M.Si
v A3 TR tama Madya
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